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KATA PENGANTAR 

 

AAssssaallaammuu’’aallaaiikkuumm  WWrr  WWbb  

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas 

limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan 

Pertanggung Jawaban  (LKPJ) BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut Tahun 

Anggaran 2023 telah dapat diselesaikan penyusunannya, dimana 

penyusunannya lebih banyak mengacu kepada regulasi yang berlaku dan 

konsep-konsep yang bisa dipertanggungjawabkan. 

Perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance) pada 

ranah lokal merupakan hal yang signifikan jika dilihat dalam konteks upaya 

menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah 

(turbulence), hal yang harus tetap dikembangkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut adalah menjaga kepercayaan masyarakat melalui 

penyediaan public good service. Hal mana yang dirasakan oleh masyarakat 

sangat dinantikan untuk lebih optimal lagi adalah bagaimana hal tersebut 

dapat dilaksanakan secara transparan dalam kerangkan penyelenggaraan 

akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui seluruh jajaran 

birokrasinya. 

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) BAPPEDA 

Tahun 2023 yang kami susun ini merupakan perwujudan kongkrit tingkat 

pencapaian kinerja (performing government) BAPPEDA Kabupaten Tanah 

Laut yang merupakan salah satu SKPD yang juga sebagai 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Renstra Bappeda tahun 
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2018 – 2023 dimana tahun 2023 telah memasuki tahun kelima pada Renstra 

BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut. 

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 

BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini dapat terlaksana berkat 

dukungan dan kerjasama unsur pimpinan beserta Staf di lingkungan 

BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut, dan pihak-pihak lainnya yang terkait yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu, atas bantuan tenaga, pikiran, dan sumber 

daya lainnya dari pihak-pihak yang terlibat diucapkan terima kasih. 

Kami menyadari bahwa Laporan Keterangan Pertanggung 

Jawaban  (LKPJ) ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya 

untuk meningkatkannya baik dalam penyajian maupun substansi 

penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban  (LKPJ) di tahun-

tahun mendatang. Oleh karena itulah sumbangan saran, masukan, dan kritik 

yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari pihak manapun juga, baik 

individu maupun kelompok. 

Selanjutnya kami berharap semoga Laporan Keterangan 

Pertanggung Jawaban  (LKPJ) BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut Tahun 

Anggaran 2023, ini bisa memberi manfaat bagi pihak-pihak yang 

memerlukannya dalam upaya untuk melakukan peningkatan kinerja secara 

khusus. 

Wassalamu’alaikum Wr Wb. 

Pelaihari,      Januari  2024 

KEPALA BAPPEDA KAB.TANAH LAUT, 

ISMAIL FAHMI, SE, MT. 
Pembina TK. I/ IV b 

NIP. 19731128 199803 1 008 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan 

fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut 

sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut 

Nomor 85 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Tanah Laut. 

Regulasi yang menjadi dasar dalam penyusunan Struktur 

Organisasi Tata Kerja (SOTK) adalah : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4741); 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut  

Adapun Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah Laut 

berdasarkan peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021, tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut : 
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Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membawahi : 

a. Sekretariat, terdiri dari :  

1) Sub Bagian Perencanaan; 

2) Sub Bagian Keuangan; dan 

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

b. Bidang  Sosial Budaya.  

c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.  

d. Bidang  Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.  

e. Bidang Penelitian dan Pengembangan . 

f.   Bidang Perencanaan Makro. 

g.   UPT Badan; dan 

h.  Kelompok Jabatan Fungsional. 

 Riwayat singkat perkembangan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah   Kabupaten Tanah Laut. Dalam perjalanan  selama    

beberapa   kurun     waktu  Bappeda sebagai instansi Pemerintah Daerah 

telah memberikan andil yang  cukup besar dalam  membuat dan menyusun 

perencanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Tanah Laut. 

Sebelum otonomi daerah diberlakukan fungsi dan peran Bappeda 

Kemungkinan tidak seberat sekarang ini,  mengingat keterbatasan regulasi  

dari beberapa  konsep yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak 

mengakomodir sistem perencanaan didaerah sehingga dalam 

pelaksanaannya tidak jarang kendala-kendala yang sering dihadapi bagi 

daerah. Kreasi dan inovasi daerah tidak selalu mendapat dukungan yang 

kuat dari Pemerintah Pusat. Segala regulasi dan konsep-konsep 
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perencanaan lebih mengedapankan perencanaan yang bersifat Button Up 

semata.  

Di era otonomi Daerah dan reformasi sebagaimana yang 

diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan 

Pembangunan Nasional.  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Tanah Laut merupakan Instansi yang sangat strategis dalam 

membuat dan menyusun perencanaan pembangunan daerah. Bappeda telah 

banyak menghasilkan beberapa dokumen-dokumen penting bagi 

perencanaan-perencanaan di daerah dan berusaha terus untuk 

memformulasikan regulasi dari pemerintah pusat sebagai dasar kebijakan 

dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.  Beban kinerja 

Bappeda untuk saat ini,  dari tahun ketahun dirasakan cukup berat dalam 

mengawal Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

dan Penyusunan  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

dalam batas kurun waktu yang telah ditetapkan.   

 

2. Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Tanah Laut 

a. Struktur Organisasi 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bappeda Kabupaten 

Tanah laut, berdasarkan peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 

2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata 

kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut. 
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b. Kepegawaian 

Jumlah PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Tanah Laut  sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang yang 

terdiri dari : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Kepala Bappeda 

Sekretaris Bappeda 

Kepala Bidang 

Kepala Sub Bagian 

Fungsional Perencana 

Fungsional Peneliti 

Fungsional Pranata Komputer 

Staf/Pelaksana 

1 

1 

5 

3 

6 

2 

3 

12 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

 Jumlah 33 Orang 
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Kualifikasi Pendidikan pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :  

No Pendidikan 
Status Kepegawaian 

Jumlah 
PNS CPNS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

SD 

SMP 

SMA 

D3 

S1 

S2 

0 

0 

2 

3 

19 

6 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

2 

3 

19 

6 

 Jumlah 30 3 33 

 

Jumlah Pangkat dan Golongan Pegawai Bappeda Kabupaten 

Tanah Laut dapat dilihat pada tabel  dibawah ini : 

No Pangkat Golongan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Pembina Utama Muda 

Pembina TK. I 

Pembina 

Penata TK. I 

Penata 

Penata Muda TK. I 

Penata Muda 

Pengatur TK. I 

IV/c 

IV/b 

IV/a 

III/d 

III/c 

III/b 

III/a 

II/d 

1 Orang 

2 Orang 

4 Orang 

6 Orang 

6 Orang 

4 Orang 

6 Orang 

4 Orang 

 Jumlah -       33 Orang 

 

Adapun jumlah pejabat struktural dan fungsional Bappeda 

Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :  
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No Jabatan Struktural Fungsional 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Kepala Bappeda 

Sekretaris Bappeda 

Kepala Bidang 

Kepala Sub Bagian 

Pejabat Fungsional Perencana 

Pejabat Fungsional Peneliti 

Pejabat fungsional Pranata 

Komputer 

1 Orang 

1 Orang 

5 Orang 

3 Orang 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 Orang 

2 Prang 

3 orang 

 Jumlah 10 orang 11 orang 
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c. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan 

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Bappeda didukung oleh 

sarana dan prasarana Bappeda sebagai berikut : 

   

Gambaran Sarana dan Prasarana Bappeda Tahun 2022 

No

. 
Jenis Barang/Nama Barang Jumlah Barang 

Keadaan Barang 

B KB RB 

1 2 3 4 5 6 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Tanah 

Gedung 

Kendaraan Roda 2 

Kendaraan Roda 4 

GPS 

Mesin Ketik Manual 

Lemari Besi 

Rak Besi/Metal 

Filling Besi/Metal 

Brand Kas 

Lemari Kayu 

Papan Visuil 

Alat Penghancur Kertas 

Papan Pengumunan 

White Board 

Genset 

Rak Kayu 

Meja Kayu 

Kursi Besi/Metal 

Meja Rapat 

Meja Podium 

Kursi Rapat 

Kursi Tamu 

Kursi Putar 

6753 M2 

651 M2  

13 Buah  

4 Buah 

7 Buah 

1 Buah 

12 Buah 

11 Buah 

18 Buah 

1 Buah 

21 Buah 

1 Buah 

6 Buah 

1 Buah 

1 Buah 

2 Buah 

7 Buah 

56 Buah 

2 Buah 

40 Buah 

1 Buah 

33 Buah 

2 Set 

107 Buah 

B 

13 

4 

7 

1 

12 

11 

18 

1 

21 

1 

6 

1 

1 

2 

7 

56 

2 

40 

1 

33 

2 

107 

21 
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No

. 
Jenis Barang/Nama Barang Jumlah Barang 

Keadaan Barang 

B KB RB 

1 2 3 4 5 6 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46.

47.

48.

49. 

 

50. 

51.

52.

53.

54.

55.

Meja Komputer 

Kursi Kerja 

Rak TV 

Karpet 

Meja Kerja 

Mesin Potong Rumput 

Lemari es 

AC Unit 

AC Split  

Televisi 

Wireless 

Microphone Table Stand 

Camera Film 

Handy Cam 

Tandon Air 

Tong Sampah 

Mainframe 

P.C Unit/ Komputer PC 

Laptop 

Notebook 

Printer 

Scanner  

Ipad 

Monitor 

Peralatan Personal Komputer  Lain-

lain 

UPS 

Stabilizer/ Stavolt 

Harddisk Internal 

Harddisk Eksternal 

DVD-Rom Drive 

Memory 

21 Buah 

5 Buah 

1 Buah 

12 Meter 

2 Buah 

1 Buah 

1 Buah 

8 Buah 

22 Buah 

2 Buah 

1 Buah 

3 Set 

1 Buah 

5 Buah 

1 Buah 

2 Buah 

2 Buah 

28 Unit 

14 Buah 

21 Buah 

44 Buah 

7 Buah 

1 Buah 

7 Buah 

1 Buah 

 

13 Buah 

2 Buah 

6 Buah 

35 Buah 

2 Buah 

1 Buah 

5 

1 

12 

2 

1 

1 

8 

22 

2 

1 

3 

1 

5 

1 

2 

2 

28 

14 

21 

44 

7 

1 

7 

1 

13 

 

2 

6 

35 

2 

1 

1 
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No

. 
Jenis Barang/Nama Barang Jumlah Barang 

Keadaan Barang 

B KB RB 

1 2 3 4 5 6 

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75. 

 

Server 

Router 

Proyektor + Attachment 

Audio Amplifier 

Microphone/Wireless Mic 

Layar Proyektor 

Loudspeaker 

Mixer Amplifier 

Voice Recorder 

Camera Electronic 

Kompas 

Handy Talky 

Wireless Portable (Sound System) 

CCTV 

Gerobak Dorong 

Kursi Lipat 

Tangga Alumunium 

Peralatan Jaringan Lain-lain 

automatic Volatge Regulator (AVR) 

Tripod Camera 

 

1 Unit 

5 Buah 

7 Buah 

1 Buah 

1 Unit 

5 Buah 

2 unit 

2 Unit 

2 Buah 

4 Buah 

1 Buah 

4 Buah 

3 Unit 

9 Buah 

2 Buah 

28 Buah 

1 Buah 

1 Set 

1 Buah 

1 Buah 

5 

7 

1 

1 

5 

2 

2 

2 

4 

1 

4 

3 

9 

2 

28 

1 

1 

1 

1 

1 

 

d. Data Statistik 

Bappeda tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan dimaksud. 

 

e. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 

Bappeda tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan dimaksud. 
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BAB II 

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  

 
1. Urusan Wajib  

SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud 

 

2. Urusan Pilihan 

SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud 

 

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

a. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara Renstra 

dengan Renja) 

Rencana Kerja (Renja) Bappeda tahun anggaran 2023 sudah sesuai 

dengan Rencana Strategis Bappeda 2018-2023. 

 

b.  Program dan Kegiatan 

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan  yang dilaksanakan oleh 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  tahun 2023 

meliputi :             

1. Program,  yaitu sebanyak 4 (Empat)  yang menjadi  arah  dasar,  

sasaran dalam proses perencanaan kegiatan. 

2. Kegiatan, yaitu sebanyak  16 (Enam Belas) kegiatan sesuai 

dengan kapasitas tupoksi keperluan perencanaan yang 

dilaksanakan oleh  Bappeda Kabupaten Tanah Laut. 

3. Sub Kegiatan, yaitu sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) sub kegiatan 

yang merupakan turunan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Bappeda Kabupaten Tanah Laut. 

 

c.  Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bappeda Kabupaten 

Tanah Laut untuk tahun 2023, dengan jumlah pagu murni sebesar 

Rp. 11.379.488.744,- dan setelah berjalannya waktu ada perubahan 

anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 12.706.990.988,-. Dari total 
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pagu belanja langsung tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 

12.706.990.988,- terealisasi sebesar Rp. 10.345.550.664,-, dengan 

capaian realisasi keuangan pada seluruh program, kegiatan dan Sub 

Kegiatan sebesar  81,42 %. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh institusi 

Bappeda Kabupaten Tanah Laut dengan capaian, target dan 

sasaran dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan untuk 

pelaksanaan kegiatan yang menyangkut fisik persentasenya sebesar  

100 %. Adapun disampaikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

tahun anggaran 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari : 

Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator/ Output 
Kinerja 

Target 
Kinerja 

Realisasi 
Kinerja 

Realisasi 
Fisik (%) 

Pagu (Rp) 
Realisasi 
Keuangan 

Realisasi 
Keuangan 

(%) 

UNSUR PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 

              

PERENCANAAN       100 
              
12.706.990.988  

10.345.550.664 81,42 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

IKM  75 nilai    100 
              

10.770.003.149  
8.930.508.607 82,92 

Perencanaan, 
penganggaran dan 
evaluasi kinerja 
perangkat daerah 

Persentase 
capaian kegiatan 
perencanaan dan 
Pelaporan Kinerja 
SKPD yang 
tersusun 

100%   100,00 
                    

34.594.758  
29.745.100 85,98 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
perencanaan 
perangkat daerah 

 7 
dokumen  

 7 
dokumen  

100,00 
                      

9.995.878  
9.137.500 91,41 

Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 5 laporan   5 laporan  100,00 
                    

24.598.880  
20.607.600 83,77 

Administrasi keuangan 
perangkat daerah  

Persentase 
Laporan Keuangan 
SKPD yang 
tersusun sesuai 
dengan ketentuan 

100%   100,00 
                

7.459.592.339  
5.921.430.154 79,38 

Penyediaan gaji dan 
tunjangan ASN 

Jumlah orang yang 
menerima gaji dan 
tunjangan ASN 

 36 org/ 
bln  

 31 org/ 
bln  

100,00 
                

7.444.592.919  
5.906.752.254 79,34 
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Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan 
SKPD 

Jumlah Dokumen 
Laporan Keuangan 
SKPD yang 
tersusun sesuai 
dengan ketentuan 

 5 
Dokumen  

 5 
dokumen  

100,00 
                    

14.999.420  
14.677.900 97,86 

Administrasi 
kepegawaian perangkat 
daerah 

Persentase 
capaian kegiatan 
administrasi 
Urusan Umum dan 
Kepegawaian 

100%   100 
                  

118.651.500  
73.025.000 61,55 

Pengadaan pakaian dinas 
beserta atribut 
kelengkapannya 

Jumlah paket 
pakaian dinas 
beserta atribut 
kelengkapannya 

2 paket 2 paket 100,00 
                    

70.651.500  
63.650.000 90,09 

Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Jumlah pegawai 
berdasarkan tugas 
& fungsi yg 
mengikuti 
Pendidikan & 
Pelatihan  

 8 orang   6 orang  100 
                    

48.000.000  
9.375.000 19,53 

Administrasi umum 
perangkat daerah 

Persentase 
capaian kegiatan 
administrasi 
umum perangkat 
daerah 

100%   100,00 
                

2.397.533.807  
2.249.370.945 93,82 

Penyediaan komponen 
instalasi listrik/ penerangan 
bangunan kantor 

Jumlah paket 
komponen instalasi 
listrik/ penerangan 
bangunan kantor  

 1 paket   1 paket  100,00 
                    

14.976.799  
13.270.200 88,61 

Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor 

Jumlah paket  
peralatan dan 
perlengkapan kantor 
yg disediakan 

 15 paket   15 paket  100,00 
                  

713.769.906  
644.565.025 90,30 

Penyediaan barang 
cetakan dan penggandaan 

Jumlah paket 
barang cetakan dan 
penggandaan yang 
disediakan 

 2 paket   2 paket  100,00 
                    

55.787.102  
47.447.200 85,05 

Penyediaan bahan bacaan 
dan peraturan perundang-
undangan 

Jumlah dokumen 
bahan bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
disediakan 

 1 
dokumen  

 1 
dokumen  

100,00 
                      

3.000.000  
1.800.000 60,00 

Penyediaan Bahan/Material 
Jumlah Paket 
Bahan/Material 
yang Disediakan 

 1 Paket   1 Paket  100,00 
                    

10.000.000  
10.000.000 100,00 

Penyelenggaraan rapat 
koordinasi dan konsultasi 
SKPD 

Jumlah laporan 
penyelenggaraan 
rapat koordinasi & 
konsultasi SKPD 

 300 
laporan  

 300 
laporan  

100,00 
                

1.600.000.000  
1.532.288.520 95,77 

Penyediaan jasa 
penunjang urusan 
pemerintahan daerah 

Persentase 
capaian kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

100%   100,00 
                  

480.630.745  
459.945.756 95,70 
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Penyediaan jasa 
komunikasi, sumber daya 
air dan listrik 

Jumlah laporan 
penyediaan jasa 
komunikasi, sumber 
daya air dan listrik 
yang disediakan 

 12 
laporan  

 12 
laporan  

100,00 
                  

119.000.000  
106.816.866 89,76 

Penyediaan jasa pelayanan 
umum kantor 

Jumlah laporan 
penyediaan jasa 
pelayanan umum 
kantor yang 
disediakan 

 12 
laporan  

 12 
laporan  

100,00 
                  

361.630.745  
353.128.890 97,65 

Pemeliharaan barang 
milik daerah penunjang 
urusan pemerintahan 
daerah 

Persentase 
capaian kegiatan 
Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

100%   100,00 
                  

279.000.000  
196.991.652 70,61 

Penyediaan jasa 
pemeliharaan, biaya 
pemeliharaan dan pajak 
kendaraan perorangan 
dinas atau kendaraan dinas 
jabatan 

Jumlah kendaraan 
perorangan dinas 
atau kendaraan 
dinas jabatan yang 
dipelihara dan 
dibayarkan pajakny 

 1 unit   1 unit  100,00 
                    

30.000.000  
15.102.500 50,34 

Penyediaan jasa 
pemeliharaan, biaya 
pemeliharaan, pajak dan 
perizinan kendaraan dinas 
operasional atau lapangan 

Jumlah kendaraan 
dinas operasional 
atau lapangan yang 
dipelihara dan 
dibayarkan pajak 
dan perizinannya 

 15 unit   15 unit  100,00 
                  

135.900.000  
81.783.600 60,18 

Pemeliharaan peralatan 
dan mesin lainnya 

Jumlah peralatan 
dan mesin lainnya 
yang dipelihara 

 35 unit   35 unit  100,00 
                  

113.100.000  
100.105.552 88,51 

PROGRAM 
PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI 
PEMBANGUNAN 
DAERAH 

Kesesuaian antara 
pagu RPJMD dan 
RKPD 

85%   100,00 
                

1.340.718.103  
866.993.957 64,67 

Penyusunan perencanaan 
dan pendanaan 

Persentase 
capaian kegiatan 
Penyusunan 
Perencanaan dan 
pendanaan 

100%   100,00 
                

1.062.732.737  
646.533.957 60,84 

Koordinasi penyusunan dan 
penetapan dokumen 
perencanaan 
pembangunan daerah 
kabupaten/kota 

Jumlah dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 
kabupaten/kota 
yang ditetapkan 
(RPJPD/RPJMD/RK
PD) 

 3 
dokumen  

 3 
dokumen  

100,00 
                

1.062.732.737  
646.533.957 60,84 
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Analisis data dan 
informasi pemerintahan 
daerah bidang 
perencanaan 
pembangunan daerah 

Persentase 
capaian kegiatan 
Analisis Data dan 
Informasi 
Pemerintahan 
Daerah Bidang 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

100%   100,00 
                  
100.000.000  

99.010.000 99,01 

Analisis data dan informasi 
perencanaan 
pembangunan daerah 

Jumlah Dokumen 
Hasil Analisis data 
untuk penyusunan 
kebijakan 
perencanaan 
pembangunan 
daerah (semua 
perencanaan 
pembangunan 
daerah) 

 1 
Dokumen  

 1 
Dokumen  

100,00 
                  
100.000.000  

99.010.000 99,01 

Pengendalian, evaluasi 
dan pelaporan bidang 
perencanaan 
pembangunan daerah 

Persentase 
capaian kegiatan 
Pengendalian, 
Evaluasi dan 
Pelaporan Bidang 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

100%   100,00 
                  
177.985.366  

121.450.000 68,24 

Monitoring, evaluasi dan 
penyusunan laporan 
berkala pelaksanaan 
pembangunan daerah 

Jumlah laporan 
hasil evaluasi 
kinerja 
pembangunan 
daerah 

 8 laporan   8 laporan  100,00 
                  
177.985.366  

121.450.000 68,24 

PROGRAM KOORDINASI 
DAN SINKRONISASI 
PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 
DAERAH 

Kesesuaian antara 
pagu RPJMD dan 
RKPD  

85%   100,00 
                  
270.601.215  

250.488.100 92,57 

Koordinasi perencanaan 
bidang pemerintahan dan 
pembangunan manusia 

Persentase 
capaian kegiatan 
Koordinasi 
Perencanaan 
Bidang 
Pemerintahan dan 
Pembangunan 
Manusia 

100%   100,00 
                    
49.182.463  

46.338.100 94,22 

Koordinasi penyusunan 
dokumen perencanaan 
pembangunan daerah 
bidang pemerintahan 
(RPJPD, RPJM dan RKPD) 

Jumlah dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah bidang 
peemerintahan yang 
dikoordinir 
penyusunannya 
(RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

 2 
dokumen  

 2 
dokumen  

100,00 
                      

7.786.731  
7.108.000 91,28 
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Pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi penyusunan 
dokumen perencanaan 
pembangunan perangkat 
daerah bidang 
pemerintahan 

Jumlah laporan 
Hasil pelaksanaan 
monitoring dan 
evaluasi 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
perangkat daerah 
bidang 
pemerintahan 

 1 laporan   1 laporan  100,00 
                    

10.185.650  
9.563.500 93,89 

Koordinasi penyusunan 
dokumen perencanaan 
pembangunan daerah 
bidang pembangunan 
manusia (RPJPD, RPJM 
dan RKPD) 

Jumlah dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah bidang 
pembangunan 
manusia yang 
dikoordinir 
penyusunannya 
(RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

 2 
dokumen  

 2 
dokumen  

100,00 
                      

8.012.333  
7.742.500 96,63 

Pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi penyusunan 
dokumen perencanaan 
pembangunan perangkat 
daerah bidang 
pembangunan manusia 

Jumlah laporan 
Hasil pelaksanaan 
monitoring dan 
evaluasi 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
perangkat daerah 
bidang 
pembangunan 
Manusia 

 8 Laporan   8 Laporan  100,00 
                    

23.197.749  
21.924.100 94,51 

Koordinasi perencanaan 
bidang perekonomian 
dan SDA (Sumber Daya 
Alam) 

presentase 
capaian kegiatan 
Koordinasi 
Perencanaan 
Bidang 
Perekonomian dan 
SDA 
(Sumber Daya 
Alam) 

100%   100,00 
                  
164.469.000  

152.114.000 92,49 

Koordinasi penyusunan 
dokumen perencanaan 
pembangunan daerah 
bidang perekonomian 
(RPJPD, RPJMD & RKPD) 

Jumlah dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah bidang 
perekonomian yang 
dikoordinir 
penyusunannya 
(RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

 4 
dokumen  

 4 
dokumen  

100,00 
                    

78.524.000  
76.949.000 97,99 

Pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi penyusunan 
dokumen perencanaan 
pembangunan perangkat 
daerah bidang 
perekonomian 

Jumlah laporan 
Hasil pelaksanaan 
monitoring dan 
evaluasi 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
perangkat daerah 
bidang 
perekonomian 

 5 Laporan   5 Laporan  100,00 
                    

24.500.000  
16.570.000 67,63 

Koordinasi penyusunan 
dokumen perencanaan 
pembangunan daerah 
bidang SDA (RPJPD, 
RPJMD & RKPD) 

Jumlah dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah bidang SDA 
yang dikoordinir 
penyusunannya 
(RPJPD, RPJMD 

 4 
dokumen  

 4 
dokumen  

100,00 
                    

56.950.000  
54.475.000 95,65 
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dan RKPD) 

Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang SDA 

Jumlah laporan 
Hasil pelaksanaan 
monitoring dan 
evaluasi 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
perangkat daerah 
bidang SDA 

 3 Laporan   3 Laporan  100,00 
                      

4.495.000  
4.120.000 91,66 

Koordinasi perencanaan 
bidang infrastruktur dan 
kewilayahan 

Persentase 
capaian kegiatan 
Koordinasi 
Perencanaan 
Bidang 
Infrastruktur 
danKewilayahan 

100%   100,00 
                    
56.949.752  

52.036.000 91,37 

Koordinasi penyusunan 
dokumen perencanaan 
pembangunan daerah 
bidang infrastruktur 
(RPJPD, RPJMD & RKPD) 

Jumlah dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah bidang 
infrastruktur yang 
dikoordinir 
penyusunannya 
(RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

 1 
dokumen  

 1 
dokumen  

100,00 
                      

5.644.876  
5.582.000 98,89 

Pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi penyusunan 
dokumen perencanaan 
pembangunan perangkat 
daerah bidang infrastruktur 

Jumlah perangkat 
daerah yang 
mendapatkan 
monitoring dan 
evaluasi dalam 
penyusunan 
Renstra/Renja 
bidang infrastruktur 

 1 
perangkat 

daerah  

 1 
perangkat 

daerah  
100,00 

                    
10.764.876  

10.594.000 98,41 

Koordinasi penyusunan 
dokumen perencanaan 
pembangunan daerah 
bidang kewilayahan 
(RPJPD, RPJMD & RKPD) 

Jumlah dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
daerah bidang 
kewilayahan yang 
dikoordinir 
penyusunannya 
(RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

 1 
dokumen  

 1 
dokumen  

100,00 
                    

31.420.000  
26.740.000 85,11 

Koordinasi penyusunan 
dokumen perencanaan 
pembangunan daerah 
bidang kewilayahan 
(RPJPD, RPJMD & RKPD) 

Jumlah laporan 
Hasil pelaksanaan 
monitoring dan 
evaluasi 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
perangkat daerah 
bidang kewilayahan 

 1 
perangkat 
Laporan  

 1 
perangkat 
Laporan  

100,00 
                      

9.120.000  
9.120.000 100,00 
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PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

              

PROGRAM PENELITIAN 
DAN PENGEMBANGAN 
DAERAH 

Persentase hasil 
kelitbangan yang 
ditindaklanjuti 

75%   100% 
                  
325.668.521  

297.560.000 91,37 

Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

Persentase 
capaian hasil 
kajian Bidang 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pengkajian 
Peraturan 

100% 100% 100,00 
                  
124.612.048  

109.275.000 87,69 

Fasilitasi, pelaksanaan dan 
evaluasi penelitian dan 
pengembangan bidang 
keuangan dan aset daerah, 
reformasi birokrasi 

Jumlah laporan 
hasil pelaksanaan 
fasilitasi, 
pelaksanaan & 
evaluasi penelitian 
dan pengembangan 
bidang keuangan 
dan aset daerah, 
reformasi birokrasi 

2 laporan 2 laporan 100,00 
                  
124.612.048  

109.275.000 87,69 

Pengelolaan Data 
Kelitbangan dan Peraturan 

Jumlah data 
kelitbangan dan 
peraturan yang 
terkelola dengan 
baik 

1 laporan 1 laporan 0,00 
                                
-    

0 0,00 

Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Ekonomi dan 
Pembangunan 

Persentase hasil 
kelitbangan yang 
ditindaklanjuti 

100% 100% 100,00 
                    
89.965.523  

84.050.000 93,42 

Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian, 
Perkebunan dan Pangan 

Jumlah dokumen 
hasil penelitian dan 
pengembangan 
pertanian, 
perkebunan dan 
pangan 

 1 
dokumen  

 1 
dokumen  

100,00 
                    

89.965.523  
84.050.000 93,42 

Pengembangan Inovasi 
dan Teknologi 

Persentase hasil 
kelitbangan yang 
ditindaklanjuti 

100% 100% 100,00 
                  
111.090.950  

104.235.000 93,83 

Penelitian, pengembangan 
dan perekayasaan di 
bidang teknologi dan 
inovasi 

Jumlah dokumen 
hasil penelitian, 
pengembangan dan 
perekayasaan di 
bidang teknologi 
dan inovasi 

 1 
dokumen  

 1 
dokumen  

100,00 
                  

111.090.950  
104.235.000 93,83 

 

1. Belanja Operasi : 

Belanja Pegawai  …………………….....     Rp. 7.444.592.919,- 

Belanja Barang dan Jasa ..………….....     Rp. 4.627.059.448,- 

Jumlah…………………………………....   Rp. 12.071.652.367,- 
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2. Belanja Modal : 

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin ...   Rp.    615.338.621,- 

Jumlah ………………………………...............  Rp.    615.338.621,- 

Bappeda Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan beberapa 

program dan kegiatan sesuai dengan DPA-SKPD tahun anggaran 

2023, pada APBD Tahun Angaran 2023 dengan anggaran sebesar 

Rp. 11.379.488.744,- dan mengalami perubahan pada DPPA-SKPD 

di APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp. 

12.706.990.988,- yang artinya ada penambahan pagu anggaran 

sebesar Rp. 1.327.502.244,-. 

d.  Permasalahan dan solusi 

Dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan dalam suatu instansi tentu 

tidak akan lepas dari permasalahan yang dihadapi, beberapa 

permasalahan yang di hadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan 

kegiatan antara lain : 

1. Kegiatan Perencanaan pembangunan sub bidang SDA, 

Pengembangan Usaha, Pariwisata dan ekonomi kreatif 

Anggaran   Rp. 164.469.000,- realisasi fisik 100% dan keuangan 

92.49%. 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2022 (Data Tahun Terakhir Bps) Adalah Sebesar 5,12 Persen. 

Dibandingkan Dengan Tahun 2021 Sebesar 3,47 Persen, Artinya 

Terjadi Peningkatan Yang Cukup Signifikan. 

Terkait Dengan Kemiskinan, Pada Tahun 2021 Berada 

Pada Angka 4,57% Dibawah Angka Nasional Yaitu 10,14 % Dan 

Propinsi Kalimantan Selatan 4,83 %. Kemudian Di Tahun 2022  

Pada Angka 3,86% Dibawah Propinsi Sebesar 4,61 % Dan 

Nasional 9,57% Atau 13.541 Orang. Nilai Ini Mengalami 

Penurunan Dibandingkan Dengan Tahun 2021. 

Tahun 2023 Sampai Bulan Oktober 2023 Angka 

Kemiskinan Kab Tanah Laut Sebesar 3,66 % Atau 13.220 Jiwa, 

Lebih Rendah Dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan 
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Sebesar  4,29 % Atau 188.930 Jiwa, Artinya Tren Positip 

Dengan Jumlah Masih Dibawah Rata-Rata Provinsi Kalimantan 

Selatan, Atau Peringkat Ke Tiga Kemiskinan Terendah. Pada 

Tahun 2024 Nanti Ditargetkan Pada Angka 3,45%. 

Di Sisi Kesenjangan Pendapatan Penduduk, Gini Ratio Di 

Kabupaten Tanah Laut Menunjukan Hal Yang Positif. 

Berdasarkan Data Bps Pada Tahun 2022 Gini Ratio Kabupaten 

Tanah Laut Berada Pada Angka 0,263. Angka Ini Lebih Baik Di 

Bandingkan Dengan Tahun 2021 Yang Berada Pada Angka 

0,232.  

Dalam Rangka Mengantisipasi Terjadinya Inflasi 

Dilaksanakan Kegiatan Pasar Murah Pada Tahun 2023 Sudah 

Dilakukan Sebanyak 24 Kali Yang Tersebar Di Beberapa 

Kecamatan Di Kabupaten Tanah Laut.  

Beberapa Sektor Yang Dapat Menjadi Prioritas Di 

Kabupaten Tanah Laut Pada Masa Mendatang Adalah Sektor 

Pertanian, Sektor Industri Pengolahan Dan Pariwisata. 

Pengembangan  Sektor Tersebut Sangat Potensial Mengingat 

Kontribusi Sangat Besar Terhadap Perekonomian, Ketiga Sektor 

Tersebut Diharapkan Menjadi Skala Prioritas Untuk 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tanah Laut. 

Pada Sektor Ketenagakerjaan, Peluang Dan Tantangan 

Ke Depan Semakin Kompleks. Dapat Disampaikan Bahwa 

Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Berdasarkan Data Bps, Di 

Kabupaten Tanah Laut Pada 2022, 4,17% Kemudian Tahun 

2023 Sebesar 3,58%, Artinya Mengindikasikan Besarnya 

Persentase Angkatan Kerja Yang Termasuk Dalam 

Pengangguran Menurun. Tetapi Angka Ini Lebih Rendah Dari 

Provinsi Kalimantan Selatan Pada Tahun 2022 Sebesar 4,74%, 

Dan Tahun 2023 Sebesar 4,31 %.  

Pada Program Pelatihan Tenaga Kerja “Siap Kerja” 

Minimal 500 Orang Pertahun, Telah Berjalan Dan Telah 

Memenuhi Dan Bahkan Melampaui Target Yang Dicanangkan. 

Pada Tahun Ini, Dari Per 31 September 2023 Sebanyak 631 
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Orang Telah Mengikuti Pelatihan Tenaga Kerja, Yang Mengikuti 

Pelatihan/ Pemagangan Sebanyak 564 Orang Dan 186 Orang 

Telah Mengikuti Uji Kompetensi Yang Difasilitasi Oleh Dinas 

Tenaga Kerja Dan Perindustrian Melalui Upt Balai Latihan Kerja 

Pelaihari. 

 Isi kegiatan Perencanaan pembangunan sub bidang SDA, 

Pengembangan Usaha, Pariwisata dan ekonomi kreatif 

diantaranya : 

a. Kajian Peningkatan Perekonomian Masyarakat melalui 

Pemanfaatan Potensi UMKM, PARIWISATA, PERTANIAN, 

dan PERIKANAN di Desa Pandahan dan Desa Banyu Irang 

Kecamatan Bati-Bati Tahun 2023 

b. Kajian Permasalahan Irigasi dan Sawah di Lokserapang 

Pelaihari Kabupaten Tanah Laut 

Permasalahan ; 

a. Belum selarasnya kegiatan antar SKPD pokja Ekonomi untuk 

mengembangkan pemanfaatan potensi untuk meningkatkan 

perekonomian . 

b. Belum tertanganinya keterkaitan irigasi dengan persawahan 

pada Desa Lokserapang Pelaihari. 

Solusi ; 

a. Perlu kesepakatan bersama melalui rapat koordinasi 

dengan SKPD terkait untuk menjalankan kaloberasi 

kegiatan pada kegiatan perekonomian untuk meningkatkan 

UMKM, PARIWISATA, PERTANIAN, dan PERIKANAN 

b. Perlu perbaikan yang serius terhadap Irigasi dan 

Persawahan pada Lokserapang Pelaihari kepada SKPD 

yang terkait. 

 Isi kegiatan ini diantaranya adalah Fasilitasi koordinasi 

penyusunan dokumen  perencanaan pembangunan daerah 

bidang perekonomian. Fasilitasi rapat pemantauan dan 

dukungan percepatan penyediaan PSN yang diselenggarakan 

oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. FGD 

Pengelolaan lahan rawa untuk pertanian di Kabupaten Tanah 
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Laut. Rapat koordinasi dan evaluasi program YESS di 

Kabupaten Tanah Laut. Fasilitasi kunjungan dan wawancara 

dalam rangka pengumpulan informasi lapangan kegiatan 

metropolitan statistic area bidang small area estimation 2023. 

Focus Group Discussion Analisa kebijakan perencanaan 

pembangunan ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Laut. Rapat 

Monitoring dan evaluasi kinerja SKPD 

 Terdapat total luas lahan rawa pertanian 40,459 Ha di 

Kabupaten Tanah Laut yang potensial belum dikembangkan 

karena berbagai permasalahan lahan rawa seperti produktivitas 

hasil lebih rendah dibanding hasil yang ditanam didaerah yang 

bukan rawa, pengelolaan air yang terbilang susah dimana pada 

saat hujan akan terjadi banjir dan saat kemarau terjadi 

kekeringan  

 Belum optimalnya SKPD lingkup bidang Ekonomi dan 

SDA dalam menyampaikan laporan kinerjanya, baik melalui 

aplikasi e monev maupun secara hardcopy  

2. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur 

dan Pengembangan Wilayah. 

Jumlah anggaran Rp. 56.949.752,- realisasi fisik 100 %, 

realisasi 91.37 %. Untuk kegiatan monitoring evaluasi 

perencanaan dan pengukuran pada kegiatan pokja Infrastruktur 

Pengembangan Wilayah. 

Untuk Sektor Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur. 

Capaian Sampai Dengan Tahun 2023 Antara Lain : 

1. Penerangan Jalan Umum Sampai Oktober 2023 Sudah 

Terpasang Se Kabupaten Tanah Laut Sebanyak 14.564 

Titik. Tahun 2022 Sudah Terpasang Sebanyak 13.864 Titik. 

2. Program Bedah Rumah Untuk Masyarakat Kurang Mampu 

Di Kabupaten Tanah Laut Pada Tahun 2023 Sebanyak 325 

Unit Rumah. Tahun 2022 Sebanyak 499 Unit Dan Tahun 

2021 324 Unit. Pada Tahun 2022 Sebanyak 499 Tersebut 

Bersumber Dana Apbd & Apbn, Sedangkan Tahun 2021 & 
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2023 Dari Apbd. Hal Ini Juga Merupakan Hasil Kerjasama 

Dengan Instansi Vertikal Seperti Tni, Polri, Dan Baznas. 

3. Kebersihan Dan Penanganan Limbah Diantaranya: 

- Pelayanan Pengangkutan Sampah Pilahan Rumah 

Tangga Setiap Kecamatan, Adanya Pembinaan Dan 

Pengambilan Di Bank Sampah Setiap Kecamatan; 

- Pengurangan Penggunaan Plastik Untuk Retail, Telah 

Telaksana Program Pengurangan Plastik Di Semua 

Retail Se Kabupaten Tanah Laut; 

- Pelayanan Kebersihan Se Kota Pelaihari, Melaksanakan 

Kegiatan Kebersihan Setiap Hari, Seperti Sapu Jalan 

Sepanjang Protokol Perkotaan, Pengangkutan Sampah 

Berupa Sampah Rumah Tangga, Pembersihan Saluran 

Air Hujan (Parit), Potong Rumput Se Kota Pelaihari, 

Pengambilan Sampah Dijalur Ke Arah Luar Kota 

(Seving), Dan Letakkan Kontainer Serta Petugas Untuk 

Membersihkan; 

- Terdapat 3 Halte Sampah, 2 Dari Dana Tanggung Jawab 

Sosial Lingkungan (Tjsl), 1 Dari Pt. Arutmin Yang 

Terletak Di Terminal Tanah Habang, 1 Dari Pt. Cpka 

Terletak Di Jalan Jl. A. Syairani Dan 1 Dari Dana Apbd 

Yang Terletak Di Depan Kantor Dprkplh Kabupaten 

Tanah Laut; 

- Menggalakkan Peran Serta Masyarakat Dan  

Menghidupkan Kembali Tps 3r. 

4. Pada Program Peningkatan/Pengaspalan Minimal 85% 

Jalan Kabupaten Yang Telah Dilaksanakan Selama 5 

(Lima) Tahun, Saat Ini  Jalan Kabupaten Dalam Kondisi 

Mantap (Baik Dan Sedang) Sebesar 69,64% Atau 

Sepanjang 1.272,07 Km. Program Ini Juga Didukung 

Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat Dengan Nama 

“Boc” (Bina Marga On Call). 
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5. Tahun 2023 Capaian Rumah Tangga Yang Telah Memiliki 

Akses Terhadap Sanitasi Layak Adalah 74,57%, Meningkat 

Dibanding Tahun 2022 Sebesar 73,38%. 

6. Dalam Rangka Penataan Kota, Kabupaten Tanah Laut 

Telah Menyusun Rencana Detail Tata Ruang, Adapun 

Yang Telah Memiliki Peraturan Bupati Tetang Rencana 

Detail Tata Ruang (Rdtr) Adalah Kecamatan Pelaihari, 

Kecamatan Takisung, Kecamatan Bati-Bati, Perkotaan 

Jorong, Sekitar Kawasan Industri Jorong. Sedangkan Yang 

Masih Proses Linsek Kementrian Ada 2 Kecamatan Yaitu 

Kecamatan Panyipatan Dan Tambang Ulang, Dan Proses 

Penyusunan Materi Teknis Ada 2 Yaitu Kecamatan Kurau 

Dan Bumi Makmur. 

7. Program Ptsl (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) 

Yang Dilaksanakan Bersama Atr/Bpn, Pada Tahun 2023 

Telah Terlaksana  Sebanyak 8.723 Sertifikat. Lahan Eks 

Transmigrasi Tercapai 173 Sertifikat  Melalui Program 

Kolaborasi Layanan Penunjang Penyelesaian Masalah 

Bidang Tanah Eks Transmigrasi Tanah Laut (Kijang Mas 

Tala) Yang Didukung Dengan Aplikasi Isdn. 

8. Terkait Kawasan Industri Jorong Pada Tahun 2022 Dinas 

Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut 

Telah Menyusun Dokumen Deliniasi Kawasan Industri 

Jorong.  

9. Progres Saat Ini Sedang Tahap Perencananaan 

Penyusunan Amdal Dan Pertek (Persetujuan Teknis). 

Ditargetkan Penyusunan Amdal Dapat Selesai Pada Awal 

Bulan Desember 2023 

Permasalahan/kendala : 

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak maksimal 

dikarenakan SKPD kurang memberikan data yang tepat 

pada lokasi kegiatannya 
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2. Pelaksanaan rapat koordinasi terkendala karena tidak dapat 

mengundang banyak orang, sehingga serapan anggaran 

rapat minim 

Solusi                                 : 

1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara terjadwal per 

triwulan 

2. Rapat melalui daring atau sekalipun dilaksanakan dengan 

mengundang banyak orang tetap diperhatikan protokol 

Kesehatan. 

3. Kegiatan Penyusunan RKPD 

Kegiatan Penyusunan RKPD merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan Bappeda untuk melakukan perencanaan lingkup 

kabupaten Tanah Laut. 

Anggaran Rp. 1.340.718.103,- realisasi fisik 100%, keuangan 

64.67% 

Perencanaan yang dilakukan sesuai permendagri 86 Tahun 

2017 dimulai dengan membuat : 

- Rancangan Awal RKPD yang disertai dengan proyeksi 

anggaran 

- Musrenbang Kecamatan 

- Forum Konsultasi Publik 

- Forum SKPD 

- Musrenbang RKPD 

- RancanganAkhir RKPD 

Dalam proses penyusunan ini bersama Tim RKPD, melalui 

pokja bidang masing-masing melakukan proses dan verifikasi 

terhadap renja SKPD sehingga program dan kegiatan prioritas 

dapat terlaksana dengan baik. 

Permasalahan : 

Masalah yang sering muncul adalah karena proses 

perencanaan ini memerlukan waktu sehingga keterlambatan 

dalam pengumpulan dokumen atau bahan yang diminta 

Bappeda tidak sesuai jadwal. 

Solusi : 
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Selalu melakukan komunikasi secara kontinyu terhadap 

kasubbag perencanaan SKPD 

4. Kegiatan Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian 

Pembangunan. 

Anggaran Rp. 177.985.366,- dengan realisasi fisik  100% dan 

keuangan 68,24% 

• menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi RKPD / 

APBD tahun 2022 

• Melakukan Uprade aplikasi e.monev menjadi si monev untuk 

meningkatkan melaksanakan evaluasi dan monitoring 

perencanaan dan pengukuran. 

• melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui sistem 

aplikasi e monev 

• melaksanakan monev pelaksanaan program dan kegiatan ke 

lapangan 

• rapat internal lingkup Bappeda yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsi 

• menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan DAK 

maupun pengusulan DAK 

• fasilitasi evaluasi dan perencanaan serta pembiayaan untuk 

pembangunan daerah yang bersumber dari dana DAK 

• melaksanakan penyusunan laporan dana DAK 

Permasalahan : 

• Secara kegiatan, pelaksanaanya sudah terpenuhi tapi tidak 

optimal, karena banyak rapat-rapat koordinasi yang di 

selengarakan secara online tidak tetap, sehingga belanja 

makan dan minum rapat tidak terbaca lisan 

• Kurang tepat waktu SKPD memberikan hasil laporan yang 

diminta. 

Solusi : 

• Perlunya disusun program kerja dan penjadualan kegiatan  

yang tepat dan saling koordinasi sesama PPTK yang 

mempunyai kegiatan-kegiatan dan jadual masing-masing. 
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• Dapat mengatur batas waktu pengumpulan laporan 

pekerjaan sehingga dapat terpenuhi laporan yang direkap. 

5. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

Anggaran Rp. 49.182.462,- realisasi fisik 100% dan realisasi 

keuangan 94.22% 

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : 

• Monitoring dan Evaluasi Kemiskinan di Kabupaten Tanah 

Laut di 11 Kecamatan yaitu Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan 

Tambang Ulang, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan 

Kurau, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Takisung, 

Kecamatan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan 

Panyipatan, Kecamatan Jorong , kecamatan Kintap. Dalam 

hal ini untuk mengetahui kegiatan di Kecamatan yang 

berkaitan dengan kemiskinan. 

• Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah (TKPKD) dilaksanakan 3 kali rapat yaitu 

rapat pertama tentang Progres Verifikasi dan Validasi Data 

Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut, rapat ke dua tentang 

sinkronisasi rencana program penanggulangan kemiskinan 

dengan RPJMD Kabupaten Tanah Laut dan hasil verifikasi 

dan validasi data kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut, dan 

rapat yang ke tiga tentang kondisi terkini data kemiskinan 

tahun 2023 kabupaten Tanah Laut dan hasil finalisasi 

verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten 

Tanah Laut. 

• Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

(LP2KD)  (1 Dokumen). LP2KD ini di buat untuk menjelaskan 

perkembangan  pelaksanaan dan capaian penanggulangan 

kemiskinan di kabupaten Tanah Laut selama ini, serta 

menjelaskan kinerja TKPKD dalam menyelenggarakan tugas 

koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengendalian 

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di 

Kabupaten Tanah Laut. 

Permasalahan : 
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1. Tidak terealisasinya rapat Koordinasi Penanggulangan 

kemiskinan ke 2 karena terkendala waktu pelaksanaan dan 

regulasi serta data pensasaran pengentasan kemiskinan 

ekstrem (P3KE) yang belum didapatkan dari Menteri 

Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Republik Indonesia tindak lanjut dari Instruksi Presiden 

Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem. 

2. Koordinasi antar SKPD untuk penanggulangan kemiskinan 

belum optimal dikarenakan belum terpetakan secara 

program maupun kegiatan yang beririsan antar SKPD dalam 

rangka penanggulangan kemiskinan daerah (crosscutting 

dan cascading) 

3. Kegiatan Perjalanan Dinas dalam daerah untuk kegiatan 

monitoring evaluasi penanggulangan kemiskinan di 

realisasikan anggaran sesuai kebutuhan saja, namun 

Monitorng dan evaluasi di 11 Kecamatan tetap dilaksanakan 

melalui koordinasi dengan SKPD terkait (Dinas Sosial dan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) baik dalam 

Kabupaten maupun dengan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 

Solusi  : 

1. Mengatur ulang jadwal Rapat Koordinasi penanggulangan 

kemiskinan dengan berbasis pada data Pensasaran 

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten 

Tanah Laut yang sudah didapatkan dari Satuan Tugas Data 

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan guna mensinergikan program dan kegiatan 

pada masing-masing SKPD dalam rangka penanggulangan 

kemiskinan daerah. 

2. Mengidentifikasi, mengevalusi program/kegiatan dan 

indicator yang dilaksanakan SKPD terkait serta 

mergintegrasikan program/kegiatan tersebut terhadap lokus 

sasaran kemiskinan, SKPD cenderung hanya 
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melaksanakan program/kegiatan guna memenuhi target 

penyelesaian pekerjaan SKPD saja tanpa 

memperhatikan/menyelaraskan pada sasaran-sasaran yang 

akan dicapai dalam RPJMD serta kebijakan dan Program 

pemerintah pusat sehingga impact yang dihasilkan dari 

program/kegiatan yang dilaksanakan SKPD tidak akan 

signifikan dalam penurunan angka kemiskinan daerah.  

3. Mengagendakan rapat  dalam rangka evaluasi pelaksanaan 

program/kegatan lingkup bidang sosial budaya untuk SKPD 

yang kegiatannya berupa pekerjaan non fisik dan meminta 

laporan kegiatan tersebut dalam bentuk laporan serta 

meningkatkan komunikasi, koordinasi baik secara langsung 

maupun melalui media komunikasi elektronik. Kepada 

SKPD dan pihak terkait dalam rangka penanggulangan 

kemiskinan daerah. 

 

4. Urusan Pemerintahan Umum 

SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud 
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BAB  III 

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 

 

 
1. Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah/Pemerintah 

Provinsi 

“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan 
dimaksud” 

 

2. Tugas Pembantuan yang diberikan  

“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan 
dimaksud” 
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BAB IV 

PENYELENGGARAAN  TUGAS UMUM  PEMERINTAHAN 

 

1. Kerjasama Daerah 

“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan 
dimaksud” 
 

2. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah 

“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan 
dimaksud” 

 

3. Pengelolaan Kawasan Khusus 

“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan 
dimaksud” 

 

4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 

“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan 
dimaksud” 

 

5. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

“SKPD BAPPEDA Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan 
dimaksud” 
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BAB V   

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini adalah wujud dari 

akuntabilitas dan transparansi dari penyelenggaraan pemerintahan 

khususnya SKPD Bappeda, alokasi anggaran belanja Bappeda tahun 

anggaran 2023 sebesar  Rp. 12.706.990.988,- dengan penyerapan 

sebesar  Rp. 10.345.550.664,- dengan realisasi keuangan 81,42 % dan 

realisasi fisik sebesar  100%. 

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih 

dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan 

telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun 

stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara 

mandiri. 

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan 

pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten 

Tanah Laut. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian 

sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator 

kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. 

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh 

indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator 

mikro. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan 

yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat 

mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada 

tahun yang bersangkutan. 

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena 

hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari 
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suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi 

dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan 

pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana 

atau oleh suatu pihak saja. 

2. Keberhasilan/Prestasi /Penghargaan

Pada tahun 2021 Kabupaten Tanah Laut menerima Penghargaan 

Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebagai 

Terbaik II. 

Pada tahun 2022 Kabupaten Tanah Laut menerima Penghargaan 

Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebagai 

Terbaik II. 

Pada tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut menerima Penghargaan 

Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah 

Daerah Provinsi, Kabupaten dan  Kota Seluruh Indonesia Tahun 

Anggaran 2022 dalam katagori Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten seluruh Indonesia dengan Kemampuan 

Keuangan Daerah “Tinggi peringkat 4 Nasional. 

Pelaihari,      Januari  2024 

KEPALA BAPPEDA KAB.TANAH LAUT, 

ISMAIL FAHMI, SE, MT. 
Pembina TK. I/ IV b 

NIP. 19731128 199803 1 008 



P

No Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan 

(output)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA
                       -                          -          10.770.003.149   1.478.975.954   2.572.633.365   1.846.413.208   3.032.486.080   8.930.508.607 82,92%   8.930.508.607 0,00%

Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah                        -                          -                 34.594.758          3.415.400          2.487.600          7.008.700        16.833.400        29.745.100 85,98%        29.745.100 0,00%

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah tersusun*) ( )

0,00                        -   0,00                        -   7                 9.995.878                         1          1.665.000                         5          1.042.000                         6          4.215.500                         7          2.215.000                         7          9.137.500 100,00% 91,41% 7,00          9.137.500 0,00% 0,00%

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah *Jumlah Laporan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

(Laporan)

0,00                        -   0,00                        -   5               24.598.880                         2          1.750.400                         4          1.445.600                         4          2.793.200                         5        14.618.400                         5        20.607.600 100,00% 83,77% 5,00        20.607.600 0,00% 0,00%

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah                        -                          -            7.459.592.339   1.020.728.373   2.084.465.079   1.171.574.439   1.644.662.263   5.921.430.154 79,38%   5.921.430.154 0,00%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN Jumlah pembayaran Gaji, 

Tunjangan, Jaminan 

Kesehatan ASN*) (bulan)

0,00                        -   0,00                        -   12          7.444.592.919                         3   1.017.907.773                         6   2.083.464.279                         9   1.165.402.939                       12   1.639.977.263                       12   5.906.752.254 100,00% 79,34% 12,00   5.906.752.254 0,00% 0,00%

Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

*Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

(Dokumen)

0,00                        -   0,00                        -   5               14.999.420                         2          2.820.600                         5          1.000.800                         5          6.171.500                         5          4.685.000                         5        14.677.900 100,00% 97,86% 5,00        14.677.900 0,00% 0,00%

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah                        -                          -               118.651.500             750.000        29.900.000          8.625.000        33.750.000        73.025.000 61,55%        73.025.000 0,00%

Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut Kelengkapannya
*Jumlah Paket Pakaian 

Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan (Paket)

0,00                        -   0,00                        -   2               70.651.500                        -                          -                           1        29.900.000                         1                        -                           2        33.750.000                         2        63.650.000 100,00% 90,09% 2,00        63.650.000 0,00% 0,00%

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi

*Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan 

(Orang)

0,00                        -   0,00                        -   8               48.000.000                         2             750.000                         2                        -                           5          8.625.000                         8                        -                           8          9.375.000 100,00% 19,53% 8,00          9.375.000 0,00% 0,00%

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah                        -                          -            2.397.533.807      322.844.007      319.750.954      522.478.203   1.084.297.781   2.249.370.945 93,82%   2.249.370.945 0,00%

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

*Jumlah Paket Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan (Paket)

0,00                        -   0,00                        -   1               14.976.799                        -                          -                          -            5.241.750                        -            5.399.000                         1          2.629.450                         1        13.270.200 100,00% 88,61% 1,00        13.270.200 0,00% 0,00%

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor
*Jumlah Paket Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan (Paket)

0,00                        -   0,00                        -   15             713.769.906                         1        29.424.600                         1        46.570.000                         1      169.076.250                       15      399.494.175                       15      644.565.025 100,00% 90,30% 15,00      644.565.025 0,00% 0,00%

Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan
*Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

Disediakan (Paket)

0,00                        -   0,00                        -   2               55.787.102                         2          8.640.000                         2          7.918.800                         2        16.978.800                         2        13.909.600                         2        47.447.200 100,00% 85,05% 2,00        47.447.200 0,00% 0,00%

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan
*Jumlah Dokumen Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan 

yang Disediakan 

(Dokumen)

0,00                        -   0,00                        -   1                 3.000.000                         1             300.000                        -               300.000                        -               450.000                        -               750.000                         1          1.800.000 100,00% 60,00% 1,00          1.800.000 0,00% 0,00%

Penyediaan Bahan/Material *Jumlah Paket 

Bahan/Material yang 

Disediakan (Paket)

0,00                        -   0,00                        -   1               10.000.000                        -                          -                          -                          -                          -                          -                           1        10.000.000                         1        10.000.000 100,00% 100,00% 1,00        10.000.000 0,00% 0,00%

1 2 3 4

Semua Bidang

5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%

III IVI II

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2023

TRIWULAN IV

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Target Akhir Periode Renstra

Realisasi Capaian Kinerja 

Renstra sampai dengan Renja 

Tahun 2022  (n-2)

Target kinerja dan anggaran berjalan 

tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran Renja yang dievaluasi 

(2023)

Tingkat Capaian Kinerja dan 

Realisasi Anggaran Renja Tahun 

2023 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran 

Renstra s/d Tahun 2023(Akhir 

Tahun Pelaksanaan Renstra 

Tahun 2023)

Tingkat Capaian Kinerja dan 

Realisasi Anggaran Renstra  s/d 

tahun 2023 (%)



Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD (Laporan)

0,00                        -   0,00                        -   300          1.600.000.000                       82      284.479.407                     118      259.720.404                     200      330.574.153                     300      657.514.556                     300   1.532.288.520 100,00% 95,77% 300,00   1.532.288.520 0,00% 0,00%

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah                        -                          -               480.630.745      114.251.697      109.838.984      112.528.866      123.326.209      459.945.756 95,70%      459.945.756 0,00%

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang 

Disediakan (Laporan)

0,00                        -   0,00                        -   12             119.000.000                         3        26.006.277                         6        24.509.264                         9        27.059.160                       12        29.242.165                       12      106.816.866 100,00% 89,76% 12,00      106.816.866 0,00% 0,00%

Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor *Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan (Laporan)

0,00                        -   0,00                        -   12             361.630.745                         3        88.245.420                         6        85.329.720                         9        85.469.706                       12        94.084.044                       12      353.128.890 100,00% 97,65% 12,00      353.128.890 0,00% 0,00%

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah                        -                          -               279.000.000        16.986.477        26.190.748        24.198.000      129.616.427      196.991.652 70,61%      196.991.652 0,00%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

*Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya (Unit)

0,00                        -   0,00                        -   1               30.000.000                         1          2.610.000                         1          3.387.500                         1          3.520.000                         1          5.585.000                         1        15.102.500 100,00% 50,34% 1,00        15.102.500 0,00% 0,00%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

*Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara 

dan dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya (Unit)

0,00                        -   0,00                        -   15             135.900.000                         6        11.296.750                       15        16.303.250                       15        19.678.000                       15        34.505.600                       15        81.783.600 100,00% 60,18% 15,00        81.783.600 0,00% 0,00%

Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya
*Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

Dipelihara (Unit)

0,00                        -   0,00                        -   35             113.100.000                         3          3.079.727                         6          6.499.998                         6          1.000.000                       35        89.525.827                       35      100.105.552 100,00% 88,51% 35,00      100.105.552 0,00% 0,00%

100,00% 82,92%

Sangat Tinggi Tinggi

PROGRAM PERENCANAAN, 

PENGENDALIAN DAN 

EVALUASI PEMBANGUNAN 

DAERAH                        -                          -            1.340.718.103      116.306.400      207.387.421      102.053.820      441.246.316      866.993.957 64,67%      866.993.957 0,00%

Penyusunan Perencanaan 

dan Pendanaan                        -                          -            1.062.732.737      106.306.400        98.507.421        82.933.820      358.786.316      646.533.957 60,84%      646.533.957 0,00%

Koordinasi Penyusunan dan 

Penetapan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten/Kota

*Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota yang 

Ditetapkan 

(RPJPD/RPJMD/RKPD) 

(Dokumen)

0,00                        -   0,00                        -   3          1.062.732.737                         1      106.306.400                         2        98.507.421                         3        82.933.820                         3      358.786.316                         3      646.533.957 100,00% 60,84% 3,00      646.533.957 0,00% 0,00%

Analisis Data dan Informasi 

Pemerintahan Daerah Bidang 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah
                       -                          -               100.000.000                        -          99.010.000                        -                          -          99.010.000 99,01%        99.010.000 0,00%

Analisis Data dan Informasi 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah

jumlah Dokumen Analisis 

Standar Belanja 

(Dokumen)

0,00                        -   0,00                        -   1             100.000.000                        -                          -                           1        99.010.000                         1                        -                           1                        -                           1        99.010.000 100,00% 99,01% 1,00        99.010.000 0,00% 0,00%

Pengendalian, Evaluasi dan 

Pelaporan Bidang 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah

                       -                          -               177.985.366        10.000.000          9.870.000        19.120.000        82.460.000      121.450.000 68,24%      121.450.000 0,00%

Monitoring, Evaluasi dan 

Penyusunan Laporan Berkala 

Pelaksanaan Pembangunan 

Daerah

*Jumlah Laporan Hasil 

Evaluasi Kinerja 

Pembangunan Daerah 

(Laporan)

0,00                        -   0,00                        -   8             177.985.366                        -          10.000.000                         4          9.870.000                         6        19.120.000                         8        82.460.000                         8      121.450.000 100,00% 68,24% 8,00      121.450.000 0,00% 0,00%

100,00% 64,67%

Sangat Tinggi Rendah

 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 

 Predikat Kinerja 

PERENCANAAN

 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 

 Predikat Kinerja 



PROGRAM KOORDINASI DAN 

SINKRONISASI 

PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH
                       -                          -               270.601.215        12.507.400        12.312.800        21.058.000      204.609.900      250.488.100 92,57%      250.488.100 0,00%

Koordinasi Perencanaan 

Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia                        -                          -                 49.182.463          3.957.400          5.637.800        10.215.000        26.527.900        46.338.100 94,22%        46.338.100 0,00%

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Pemerintahan (RPJPD, RPJMD 

dan RKPD)

*Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Bidang Pemerintahan 

(RPJPD, RPJMD dan 

RKPD) (Dokumen)

0,00                        -   0,00                        -   2                 7.786.731                        -                          -                           1          2.835.200                         2             375.000                         2          3.897.800                         2          7.108.000 100,00% 91,28% 2,00          7.108.000 0,00% 0,00%

Pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Pemerintahan

*Jumlah Laporan 

Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang 

Pemerintahan (Laporan)

0,00                        -   0,00                        -   1               10.185.650                        -            1.295.200                        -                          -                          -            1.755.000                         1          6.513.300                         1          9.563.500 100,00% 93,89% 1,00          9.563.500 0,00% 0,00%

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

*Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Bidang Pembangunan 

Manusia yang Dikoordinir 

Penyusunannya (RPJPD. 

RPJMD dan RKPD) 

(Dokumen)

0,00                        -   0,00                        -   2                 8.012.333                        -            1.725.000                         1          1.444.800                         2          3.150.000                         2          1.422.700                         2          7.742.500 100,00% 96,63% 2,00          7.742.500 0,00% 0,00%

Pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia

*Jumlah Perangkat Daerah 

yang Mendapatkan 

Monitoring dan Evaluasi 

dalam Penyusunan 

Renstra/Renja Bidang 

Pembangunan Manusia 

(Perangkat Daerah)

0,00                        -   0,00                        -   8               23.197.749                        -               937.200                         6          1.357.800                         6          4.935.000                         8        14.694.100                         8        21.924.100 100,00% 94,51% 8,00        21.924.100 0,00% 0,00%

Koordinasi Perencanaan 

Bidang Perekonomian dan 

SDA (Sumber Daya Alam)                        -                          -               164.469.000          2.925.000          5.175.000          3.248.000      140.766.000      152.114.000 92,49%      152.114.000 0,00%

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Perekonomian (RPJPD, RPJMD 

dan RKPD)

*Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Bidang Perekonomian 

yang Dikoordinir 

Penyusunannya (RPJPD. 

RPJMD dan RKPD) 

(Dokumen)

0,00                        -   0,00                        -   4               78.524.000                        -               900.000                         1          1.800.000                         2          1.293.000                         4        72.956.000                         4        76.949.000 100,00% 97,99% 4,00        76.949.000 0,00% 0,00%

Pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Perekonomian

Jumlah Laporan Hasil 

Monitoring dan Evaluasi 

Capaian Pembangunan 

SKPD lingkup Sub Bidang 

Pertanindagkop (Laporan)

0,00                        -   0,00                        -   5               24.500.000                        -                          -                           5          1.575.000                         5          1.795.000                         5        13.200.000                         5        16.570.000 100,00% 67,63% 5,00        16.570.000 0,00% 0,00%

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

SDA (RPJPD, RPJMD dan 

RKPD)

*Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Bidang SDA yang 

Dikoordinir 

Penyusunannya (RPJPD. 

RPJMD dan RKPD) 

(Dokumen)

0,00                        -   0,00                        -   4               56.950.000                        -            2.025.000                         1             900.000                         1                        -                           4        51.550.000                         4        54.475.000 100,00% 95,65% 4,00        54.475.000 0,00% 0,00%

Pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang SDA
*Jumlah Perangkat Daerah 

yang Mendapatkan 

Monitoring dan Evaluasi 

dalam Penyusunan 

Renstra/Renja Bidang SDA 

(Perangkat Daerah)

0,00                        -   0,00                        -   3                 4.495.000                        -                          -                           3             900.000                         3             160.000                         3          3.060.000                         3          4.120.000 100,00% 91,66% 3,00          4.120.000 0,00% 0,00%



Koordinasi Perencanaan 

Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayahan
                       -                          -                 56.949.752          5.625.000          1.500.000          7.595.000        37.316.000        52.036.000 91,37%        52.036.000 0,00%

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Infrastruktur (RPJPD, RPJMD 

dan RKPD)

*Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Bidang Infrastruktur yang 

Dikoordinir 

Penyusunannya (RPJPD. 

RPJMD dan RKPD) 

(Dokumen)

0,00                        -   0,00                        -   1                 5.644.876                        -                          -                          -                          -                          -            2.475.000                         1          3.107.000                         1          5.582.000 100,00% 98,89% 1,00          5.582.000 0,00% 0,00%

Pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Infrastruktur

*Jumlah Perangkat Daerah 

yang Mendapatkan 

Monitoring dan Evaluasi 

dalam Penyusunan 

Renstra/Renja Bidang 

Infrastruktur (Perangkat 

Daerah)

0,00                        -   0,00                        -   1               10.764.876                        -                          -                          -                          -                          -            3.160.000                         1          7.434.000                         1        10.594.000 100,00% 98,41% 1,00        10.594.000 0,00% 0,00%

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Kewilayahan (RPJPD, RPJMD 

dan RKPD)

*Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Bidang Kewilayahan yang 

Dikoordinir 

Penyusunannya (RPJPD. 

RPJMD dan RKPD) 

(Dokumen)

0,00                        -   0,00                        -   1               31.420.000                        -            5.625.000                        -            1.500.000                        -                          -                           1        19.615.000                         1        26.740.000 100,00% 85,11% 1,00        26.740.000 0,00% 0,00%

Pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Kewilayahan

*Jumlah Perangkat Daerah 

yang Mendapatkan 

Monitoring dan Evaluasi 

dalam Penyusunan 

Renstra/Renja Bidang 

Kewilayahan (Perangkat 

Daerah)

0,00                        -   0,00                        -   1                 9.120.000                        -                          -                          -                          -                          -            1.960.000                         1          7.160.000                         1          9.120.000 100,00% 100,00% 1,00          9.120.000 0,00% 0,00%

100,00% 92,57%

Sangat Tinggi Sangat Tinggi

PROGRAM PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN DAERAH                        -                          -               325.668.521          2.850.000          6.120.000        16.665.000      271.925.000      297.560.000 91,37%      297.560.000 0,00%

Penelitian dan 

Pengembangan Bidang 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pengkajian 

Peraturan

                       -                          -               124.612.048          1.350.000             675.000        10.095.000        97.155.000      109.275.000 87,69%      109.275.000 0,00%

Fasilitasi, Pelaksanaan dan 

Evaluasi Penelitian dan 

Pengembangan Bidang 

Keuangan dan Aset Daerah, 

Reformasi Birokrasi

*Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Fasilitasi, 

Pelaksanaan dan Evaluasi 

Penelitian dan 

Pengembangan Bidang 

Keuangan dan Aset 

Daerah, Reformasi 

Birokrasi (Laporan)

0,00                        -   0,00                        -   2             124.612.048                        -            1.350.000                        -               675.000                        -          10.095.000                         2        97.155.000                         2      109.275.000 100,00% 87,69% 2,00      109.275.000 0,00% 0,00%

Pengelolaan Data Kelitbangan 

dan Peraturan *Jumlah Data Kelitbangan 

dan Peraturan yang 

Terkelola dengan Baik 

(Laporan)

0,00                        -   0,00                        -   1                               -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   0,00% 0,00% 0,00                        -   0,00% 0,00%

Penelitian dan 

Pengembangan Bidang 

Ekonomi dan Pembangunan                        -                          -                 89.965.523                        -                          -            1.500.000        82.550.000        84.050.000 93,42%        84.050.000 0,00%

Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian, Perkebunan dan 

Pangan
*Jumlah Dokumen Hasil 

Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian, 

Perkebunan dan Pangan 

(Dokumen)

0,00                        -   0,00                        -   1               89.965.523                        -                          -                          -                          -                          -            1.500.000                         1        82.550.000                         1        84.050.000 100,00% 93,42% 1,00        84.050.000 0,00% 0,00%

Pengembangan Inovasi dan 

Teknologi                        -                          -               111.090.950          1.500.000          5.445.000          5.070.000        92.220.000      104.235.000 93,83%      104.235.000 0,00%

 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 

 Predikat Kinerja 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Penelitian, Pengembangan, dan 

Perekayasaan di Bidang 

Teknologi dan Inovasi

*Jumlah Dokumen Hasil 

Penelitian, 

Pengembangan, dan 

Perekayasaan di Bidang 

Teknologi dan Inovasi 

(Dokumen)

0,00                        -   0,00                        -   1             111.090.950                        -            1.500.000                        -            5.445.000                        -            5.070.000                         1        92.220.000                         1      104.235.000 100,00% 93,83% 1,00      104.235.000 0,00% 0,00%

100,00% 91,37%

Sangat Tinggi Sangat Tinggi

100,00% 81,42%

Sangat 

Tinggi
Tinggi

No.
INTERVAL NILAI 

REALISASI KINERJA 

KRITERIA PENILAIAN 

REALISASI KINERJA 

1 91% ≤ 100% Sangat tinggi

2 76% ≤ 90% Tinggi

3 66% ≤ 75% Sedang

4 51% ≤ 65% Rendah

5 ≤ 50% Sangat Rendah

 Predikat Kinerja 

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**): 

 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 

12.706.990.988                  TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 

























































PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782 

Website: www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail: talabappeda@gmail.com 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Jabatan 

Dewi Andriani, ST 

Perencana Muda 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Guntoro, S.Sos Nama 

Jabatan Kepala Bidang lnfrastruktur & Pengembangan Wilayah 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang 

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian 

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Kabid lnfrastruktur & Pengembangan 
Wilayah, 

s.s s

Pembi a/ IV a 
NIP. 1976091 200604 1 018 

Pelaihari, Oktober 2023 

Perencana Muda, 

Dewi Andriani, ST 
Penata / Ill c 

NIP. 19860914 201502 2 003 



NO 

1 

A. 

1. 

2. 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT 

SASARAN STRA TEGIS 

2 

KINERJA UTAMA 

Fasilitasi penyelarasan 
perencanaan SKPD lingkup 
bidang pengembangan 
wilayah 

Melaksanakan monitoring 
dan evaluasi kine�a SKPD 
lingkup bidang 
pengembangan wilayah 

Kabid lnfrastruktur & 
Pengembangan Wilayah, 

Gunt s 
Pem 

NIP. 19760 4 1 018 

INDIKA TOR KINERJA TARGET 

3 4 

Dokumen perencanaan SKPD 
lingkup bidang pengembangan 3 Dokumen 
wilayah 

Laporan hasil monitoring dan 
evaluasi kinerja SKPD lingkup 

1 Laporan 
bidang bidang pengembangan 
wilayah 

Pelaihari, Oktober 2023 

Perencana Ahli Muda, 

Dewi Andriani, ST 
Penata / 111 c 

NIP. 19860914 201502 2 003 



















PEMERINTAHKABUPATEN TANAHLAUT 

BADAN PERENCANMN PEMBANGUNAN DAERAH 
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782 

Website: www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail: talabappeda@gmail.com 

-----------------------------------------

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Sri Hadi, S.ST, MT Nama 

Jabatan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Selanjutnya disebut PIHAK PERT AMA 

Ismail Fahrni, S.E, M.T Nama 

Jabatan Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti 

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Kepala Bappeda 
Kabupaten Tanah Laut, 

/<lc..n'l!:lil F mi, S.E, M.T 
Pembina TK I / IV b 

NIP. 19731128 199803 1 008 

Pelaihari, Oktober 2023 

Kabid. Penelitian dan Pengembangan, 

.ST MT 
/ IV a 

NIP. 19740910 199903 1 005 



No 
1 
A 

1 

2 

1. 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT 

SasaranStrategis 
2 

Kinerja Utama 
Meningkatnya Penelitian 
dan Pengembangan 
Oaerah 

Meningkatnya lnovasi 
Oaerah 

Program 

Program Penelitian Dan 
Pengembangan Daerah 

Kepala Bappeda 
Kabupaten Tanah Laut, 

Ismail Fahrni, S.E., M.T 
Pembina TK I / IV b 

NIP. 19731128 199803 1 008 

lndikatorKinerja Target 
3 4 

Jumlah hasil kajian Bidang 9 

Perencanaan yang dilaksanakan 

Persentase lnovasi yang 100 
dikembangkan/ diterapkan 

Kegiatan / Sub. Kegiatan Anggaran 
(Rp) 

Penelitian dan Pengembangan Rp. 124.612.048,-
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pengkajian 
Peraturan 

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Rp. 124.612.048,-
Evaluasi Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Keuangan dan Aset Daerah, 
Reformasi Birokrasi 

Penelitian dan Pengembangan Rp. 89.965.523,-
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

Penelitian dan Pengembangan Rp. 89.965.523,-
Pertanian, Perkebunan dan 
Pangan 

Pengembangan lnovasi dan Rp. 111.090.950,-
Teknologi 

Penelitian, Pengembangan, dan Rp. 111.090.950,-
Perekayasaan di Bidang 
Teknologi dan lnovas 

Pelaihari, Oktober 2023 

Pengembangan, 

. Had· S.ST MT 
Pembina / IV a 

NIP. 19740910 199903 1 005 
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